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PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat
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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 285 dan Pasal
286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka Perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor %4,1ﬂ%m@13§

Lembaran Negara Republik Indonesia Nombof:4421)5 ©i1'¥
. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3373);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Memperhatikan: 1.

Menetapkan

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

i
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Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Inc __‘nggz;a

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 'Négaral’

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005

Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 — 2021 (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan  Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Tahun 2016 Nomor 4).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2010 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Prioritas

Pembangunan Nasional;

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018.
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Diundangkan di Pangkajene

Pasal I

£ s £ = E )
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Pangkajenq;&;gn%p@u%x EJ
Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemeriritah MDaerdil M

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 26); diubah
sebagai berikut:

Diantara Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal

4a sehingga beberapa sebagai berikut :

Pasal 4 a
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Priortas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2018;

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyesuaian
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja — OPD) serta
Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKPA - OPD) Tahun 2018;

c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 27 jou 2018
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
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AMSUDDIN A. HAMID

pada tanggal 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PAN JENE DAN KEPULAUAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR



